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Down Syndrome adalah salah satu ragam disabilitas terbanyak di Indonesia yang jumlahnya terus bertambah
berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (“ Riskesdas’) tahun 2018. Demi menunjang kualitas hidup yang
baik, Penyandang Down Syndrome memerlukan pelayanan kesehatan rehabilitatif yang dapat memberikan
kesempatan untuk dapat hidup secara mandiri. Dalam hal ini, Penyandang Down Syndrome sebagal
kelompok rentan dan Warga Negara Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan
rehabilitatif untuk membantu dan meningkatkan kualitas hidup mereka agar dapat produktif secara sosial
dan ekonomis. Permasalahan yang dianalisis oleh peneliti dalam penelitian ini adalah mengenai tanggung
jawab dan peran pemerintah, secara khusus Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi dan
Kabupaten/K ota, dan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan dalam hal pemenuhan hak atas pelayanan
kesehatan rehabilitatif bagi Penyandang Down Syndrome. Penelitian ini dilakukan dalam bentuk penelitian
yuridis-normatif dengan pendekatan penelitian deskriptif, serta menggunakan data sekunder melalui
penelusuran studi kepustakaan dan wawacara. Berdasarkan metode penelitian tersebut, didapatkan hasil
penelitian bahwa pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk melakukan pemenuhan hak atas
pelayanan kesehatan rehabilitatif, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan terkait dengan
sosialisasi, kompetens tenaga kesehatan, serta perlu dibentuk mekanisme khusus untuk mempermudah
pelayanan kesehatan rehabilitatif bagi Penyandang Down Syndrome. Selain itu, untuk mewujudkan hasi
maksimal, diperlukan kolaborasi dari berbagai pihak, yaitu pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, dan
masyarakat.

...... According to Basic Health Research, Down Syndrome is one of the most common disabilities and still
continues to rise its number in 2018. In order to enhance a better life quality, persons with Down Syndrome
need to receive rehabilitative health care that can provide opportunities to live independently. In this case, as
avulnerable group and Indonesian citizens, persons with Down Syndrome have the right to proper
rehabilitative health care that can help and improve their quality of life so that they can be socially and
economically productive. The problems analyzed by the author in this study are regarding the
responsibilities and roles of the government, in particular Ministry of Health, The Provincial and
District/City Health Division, and Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan in terms of fulfilling the right to
rehabilitative health care for persons with Down Syndrome. This research was conducted in juridical-
normative method, a descriptive research approach, and secondary data obtained through library research
and interviews. Based on the research method, it shows that the government has made various efforts to
fulfill the right to rehabilitative health care, but there are still a number of things that can be improved
related to the socialization, the competence of health workers, and it is necessary to establish a special
mechanism to facilitate rehabilitative health care for persons with Down Syndrome. In addition, to realize
the maximum results, collaboration from various parties are required, namely the private sector, community
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organizations, and the community.



